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KATA PENGANTAR  
Rektor  
Universitas Atma Yogyakarta 
 
Dunia makin cepat bergerak memasuki abad Artificial 
Intelegence (Kecerdasan Buatan), yang melingkupi aspek 
Kesehatan, Autonomous Vehicles (AVs), Pendidikan, 3D 
Printing, Agrikultur dan Pekerjaan atau profesi-profesi 
lainnya. Dunia menyambut Revolusi Industri ke-4, Era 
Eksponensial yang begitu eksplosif.  
Masyarakat atau negara-negara demokrasi berjalan melalui 
evolusi bersama subsistem masyarakat  di mana interaksi pembelajaran terjadi untuk 
mengikuti dasar pemikiran pembangunan berkelanjutan. Pengetahuan yang maju, plural 
dan inovatif, juga menerapkan dasar pemikiran pembangunan berkelanjutan. Dalam 
konteks inilah aspek lingkungan mewakili heliks kelima. Apabila Triple Helix berfokus 
pada "hubungan universitas-industri-pemerintah". Helix Quadruple membingkai Triple 
Helix dalam konteks "publik berbasis media dan budaya". Quintuple Helix akhirnya 
menyematkan Helix Quadruple (dan Helix Triple) dalam konteks lingkungan atau 
lingkungan alam. Oleh karena itu, Quintuple Helix memiliki potensi untuk dijadikan 
kerangka analisis pembangunan berkelanjutan dan ekologi sosial, dengan konseptualisasi 
pengetahuan dan inovasi ke lingkungan. (David F. J. Campbell, 2012). 
Dalam kondisi dunia memasuki era new order saat ini, dengan indikasi serba cair 
dan tak terprediksi, model Quintuple Helix muncul, untuk memperluas sinergi antara 
interaksi sosial, industri, akademis, lingkungan, dan pemerintah guna mencapai 
kesejahteraan masyarakat.  Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai Agen Quintuple 
Helix merasa terpanggil untuk menjadi pelopor bagi kemunculan perubahan pola pikir 
masyarakat yang berkontribusi bagi keberlanjutan inovasi yang bermanfaat bagi 
kemanusiaan.  
Akhirnya, selaku Rektor UAJY, saya berharap agar konferensi Nasional dengan 
tema “Developing Knowledge Community: Quintuple Helix and Beyond” ini menjadi 
wahana bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam mengabdi dan melayani kepentingan 
umat manusia beserta dengan nilai-nilai kemanusiaannya yang dijunjung tinggi, 
sebagaimana ditegaskan oleh Albert Einstein bahwa, “The human spirit must prevail over 
technology”. Selamat berkonferensi. 
 
Yogyakarta, 7 September 2017 
 
Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, SH. LL.M. 
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KATA PENGANTAR 
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
Dalam rangka menyambut event akademik Conference on 
Media, Communication, and Sociology (COMICOS) 2017 ini, 
ada empat kata kunci yang hendak saya sampaikan, yaitu 
perguruan tinggi, inovasi, masyarakat berpengetahuan, dan  
pembangunan berkelanjutan. Perguruan tinggi menjadi kata 
kunci  yang pertama karena dari lembaga inilah muncul 
pengetahuan-pengetahuan baru melalui aktivitas penelitian 
tenaga pendidiknya dalam rangka Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Demikian pula dengan  inovasi. Temuan baru juga amat bergantung pada hasil 
penelitian. Dari sinilah, kita menjadi maklum banyak harapan terkait dengan pengetahuan 
dan inovasi dilekatkan pada lembaga perguruan tinggi.  
Dewasa ini ketika persoalan pembangunan masyarakat dihadapkan pada isu 
lingkungan dan masih berkutat pada pembangunan yang tidak memperhatikan aspek 
rekayasa sosial maka diperlukan inovasi dalam pembangunan masyarakat. Aspek 
lingkungan dan faktor sosial yang tidak diperhatikan menjadi ancaman bagi sebuah upaya 
peningkatan hidup masyarakat yang berkelanjutan. Kottak dalam Cernea (1988) 
mengemukakan bahwa rekayasa sosial sesungguhnya sama pentingnya dengan 
pertimbangan teknis dan keuangan.   
Dengan mengambil tema “Developing Knowledge Community: Quintuple Helix 
and  Beyond” diharapkan konferensi dapat bermanfaat untuk membangun masyarakat 
berpengetahuan dan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. COMICOS 
dengan demikian merupakan wahana bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) untuk mewujudkan masyarakat 
berpengetahuan dan dalam menghasilkan temuan sosial yang bermanfaat. Tidak hanya 
itu, dalam konteks tersebut, melalui  kerjasama, FISIP UAJY juga  berupaya untuk 
menjadi pusat sinergi antara pemerintah; industri; dan perguruan tinggi.  
Akhir kata, selamat berkoferensi. Semoga bermanfaat. Salam COMICOS. 
 
Yogyakarta, 7 September 2017 
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Ketua Panitia Penyelenggara COMICOS 2017 
Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
Knowledge community menunjukkan suatu bentuk transformasi 
sosial dalam masyarakat yang dengan menggunakan dorongan 
inovasi dan kreativitas mampu mengiringi perkembangan arus 
globalisasi. Dalam proses perwujudannya tentu peran serta dan 
keterlibatan dari berbagai pilar baik pemerintah, industri, 
universitas, dan masyarakat sipil menjadi hal yang sangat penting. 
Pemerintah hadir dan memberikan dorongan bagi terciptanya 
inovasi baik dalam tataran lokal, nasional, bahkan internasional. 
Realitasnya tidak bisa dipungkiri bahwa industri, korporasi dan bisnis terutama terkait 
dengan sistem ekonomi untuk menciptakan modal ekonomi serta memberi ruang dalam 
perwujudan demokratisasi menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilannya. Di sisi 
lain, universitas berperan dalam menyediakan dan melakukan pengembangan potensi 
sumber daya serta menjadi lahan untuk melakukan inovasi melalui pengembangan riset 
dan mengimplementasikannya di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karenanya bahwa 
pelibatan komunitas masyarakat menjadi satu hal yang tidak terabaikan. Hal ini seiring 
dengan partisipasinya sebagai masyarakat sipil dalam pembangunan yakni untuk 
menumbuhkembangkan modal sosial guna menciptakan berbagai inovasi baru dengan 
memperhatikan sensitivitas terhadap lingkungan. 
Seperti halnya sebuah evolusi, ada proses, tantangan dan hambatan, begitu pula 
dalam pengembangan knowledge community. Proses penciptaan pemahaman dan 
pengetahuan baru yang mengarah pada inovasi dan kreativitas ini memunculkan dinamika 
tersendiri dan menjadi suatu kajian menarik dalam ranah akademisi dari berbagai disiplin 
ilmu. Atas dasar kondisi ini, Conference on Media , Communications and Sociology 
(COMICOS) 2017 mengusung tema “Developing Knowledge Community: Quintuple 
Helix and Beyond”.  
Konferensi nasional ini menjadi satu ajang untuk berdiskusi, memotret proses dan 
peran dari masing-masing pilar pada model quintuple helix terutama dalam perspektif 
ilmu sosial dan ilmu komunikasi. Harapannya bahwa COMICOS 2017 mampu 
berkontribusi dalam membangun inovasi untuk menciptakan pengetahuan yang menjadi 
basis pembangunan yang berkelanjutan. 
Salam COMICOS 
Yogyakarta, 7 September 2017 
 
 
Dhyah Ayu Retno Widyastuti, M.Si.   
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Menanggapi Tantangan Penciptaan Pengetahuan 
Sebuah pengantar 
Yanuar Nugroho 
Jika ada satu hal yang menandai kemajuan jaman ini, barang kali itu adalah 
‘penciptaan pengetahuan’. Kesadaran manusia hari ini telah mencapai tahap di mana 
pengetahuan dipandang sebagai substansi dasar penumpu seluruh dinamika hidup-
bersama. Sektor pengetahuan (knowledge sector) menjadi penggerak ekonomi 
(knowledge-based economy), sosial (knowledge based society), hingga politik dan 
pengambilan keputusan (knowledge-based policymaking) serta budaya (knowledge-based 
culture). 
Namun di sisi lain, debat akademik yang mendalam mengenai bagaimana dan 
actor utama apa yang berkontribusi pada pengetahuan diciptakan seolah sudah mencapai 
titik nadir. Konsep ‘Triple Helix” dicetuskan pertama kalinya oleh Etzkowitz dan 
Leydesdorff tujuh belas tahun yang lalu dalam memahami peran negara, pendidikan 
tinggi, dan industri untuk menjelaskan inovasi, perkembangan teknologi, dan transfer 
pengetahuan (2000: 118). Sejakitu, helix ke-4, ke-5 dan seterusnya bermunculan – dengan 
seluruh reasoning-nya.Namun, secara filosofis, sebenarnya tidak ada yang baru: bahwa 
pengetahuan memang tidak tercipta secara monolitik, apalagi terpusat. Pengetahuan 
selalu multi dimensional, dan penciptaannya terdistribusi, melibatkan banyak aktor. 
Lantas apa yang baru? Selainmunculnya helix ke-n (dan tentu aktor dan 
dimensike-n pula), satu faktor penting adalah perkembangan teknologi, khususnya 
teknologi informasi dan komunikasi (ICTs) serta media. Sementara kita sudah tahu bahwa 
teknologi bukan sekedar alat untuk mencipta pengetahuan, mungkin tak banyak yang 
tahu, bahwa corak pengetahuan amat ditentukan teknologi. Bahkan apa yang kini 
mendera kita sebagai ‘post-truth’ – di mana fakta tak lagi relevan dibandingkan 
keyakinan dan perasaan pribadi dalam membentuk ‘pengetahuan’, meski acap kali berisi 
ketidak benaran (hoax)— justru tanpa sengaja teramplifikasi oleh teknologi komunikasi 
dan media.  
Itu mengapa penting merefleksikan perkembangan penciptaan pengetahuan itu 
saat ini, di sini, di COMICOS – Conferenceon Media, Communication and Sociology, 
2017 – khususnya dalam konteks Indonesia. Ragam permasalahan dan tantangan di 
republik ini akan memperkaya kedalaman refleksi – jika dan hanya jika secara substansi 
kita semua membuka diri, 
Selamat berkonferensi. Selamat berbagi gagasan, selamat mendalami esensi. 
 
Yanuar Nugroho 
Honorary Research Fellow, University of Manchester, Inggris 
Anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) 
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI 
Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis 
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Meningkatkan Interaksi antara Produser Pengetahuan dan Pembuat Kebijakan 
melalui Knowledge Communities: Pengalaman dari Knowledge Sector Initiative 
 
Hans Antlov, Knowledge Sector Initiative, Jakarta 
 
Program Knowledge Sector Initiative (KSI)1telah memanfaatkan Knowledge 
Communitysebagai mekanisme untuk memperbaiki interaksi antara pembuat kebijakan 
dengan produsen pengetahuan mengenai isu kebijakan, yang merupakan hambatan kunci 
bagi sektor pengetahuan yang sehat. Tujuannya adalah untuk mempertemukan produsen 
pengetahuan, pengguna pengetahuan dan organisasi perantara, dengan mendorong 
mereka untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya yang 
memiliki beragam perspektif dan kepentingan di dalam Knowledge Community. 
Peningkatan jangkauan pandangan, perspektif serta bukti-bukti dapatmemperkaya dialog 
kebijakan, dan dalam jangka panjang akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. 
KSI mendefinisikan Knowledge Communitysebagai ekosistem yang bersifat 
adaptif yang terdiri dari individu maupun organisasi yang memiliki kepentingan terhadap 
produksi, intermediasi dan pemanfaatan pengetahuan mengenai suatu isu kebijakan. 
Knowledge Communitymencakup individu dan organisasi dari sektor publik, swasta dan 
masyarakat warga (civil society) yang terlibat secara aktif dalam produksi, transmisi, 
permintaan dan pemanfaatan semua jenis pengetahuan dan bukti yang berkontribusi 
terhadap proses kebijakan publik. Keanggotaannya bersifat cair, karena prioritas individu 
dan organisasi dapat bergeser ke arah atau menjauh dari fokus komunitas pengetahuan 
tersebut. Knowledge Communitymemberikan ruang serta kesempatan untuk keragaman 
pengetahuan dan pandangan demi berlangsungnya proses bukti-menjadi-kebijakan. 
Demi mencapai tujuan tersebut, KSI mendirikan tiga Knowledge Communitypada 
tahun 2015, yang bekerja di seputar isu-isu tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa 
(UU 6/2014), Reformasi Birokrasi dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara 
(UU. 5/2014), serta Riset dan Pendidikan Tinggi. Presentasi ini akan membahas 
perancangan dan pencapaian Knowledge Communityini serta tantangan-tantangan yang 
dihadapi dalam pengelolaannya. 
  
                                                          
1 Knowledge Sector Initiative adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk 
mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangann kunci dalam pembangunan melalui 
kebijakan publik yang lebih baik dengan memanfaatkan penelitian, analisis serta bukti dengan lebih baik. 
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Posisi dan Peran Korporasi Media dan Masyarakat Sipil dalam Pengembangan 
Masyarakat Berpengetahuan 
Abdul Rokhim 
Korporasi media berperan penting dalam penguatan masyarakat sipil. Apalagi, lanskap 
media di Indonesia menunjukkan adanya dominasi kelompok media. Karena itu, potensi 
munculnya pemusatan produksi dan pemaknaan informasi sangat besar.  
Melejitnya penggunaan social media membuat lanskap media di Indonesia 
semakin dinamis. Muncul fenomena divergensi antara news media dan social media. 
Bahwa pola konsumsi news yang semakin berbeda antara yang terjadi di media dan social 
media, butuh dipahami konsekuensinya. Karena berekses terhadap cara produk, jasa, 
bahkan bisnis dikemas promosinya. 
Pola konsumsi news di kalangan pengguna social media mengakibatkan audiens tak 
merasa perlu membedakan antara pesan percakapan, berita gosip, opini, dan karya 
jurnalistik yang serius. Akibatnya, pengaruh news media maupun social media terhadap 
persepsi dan preferensi audiens cenderung melemah. 
Situasi terakhir itu memaksa konglomerasi media bertransformasi. Melalui sinergi 
manajemen dan konten, kelompok media mendorong media-medianya sebagai jelmaan 
”idea”. Peran media harus menjadi moderator, tak sekadar mediator. Media kini tak bisa 
sekadar asyik menyuarakan pendapatnya sendiri. Sebab, publisher kini adalah 
”milik” user and content creator.  
Media saat ini tak hanya harus kompeten menyampaikan informasi. Tetapi juga harus 
mengedukasi bahkan mempersuasi dan menggulirkan prakarsa publik. Penggerak idea 
perubahan. Pendorong spirit perbaikan, kontrol sosial, dan transparansi. 
Peran baru itu, selain menguatkan peran dan fungsi, juga faktor trust dan integritas 
media, adalah aspek krusial pengoptimasi engagement media dengan audiensnya. Media 
yang menulis berita dan mengulas kejadian peristiwa sudah biasa. Namun, media yang 
mampu memobilisasi idea serta bisa menggerakan publik secara impresif dan determinan, 
itu baru istimewa. Sebab, cuma media yang trusted dan berintegritas di mata publik yang 
bisa mewujudkannya. (*) 
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MEDIA LOKAL DALAM MEMBERITAKAN KORUPSI 
(ANALISIS FRAMING BERITA KORUPSI DANA PERSIBA BANTUL 
DI SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT, TRIBUN JOGJA,  
HARIAN JOGJA, BERNAS JOGJA DAN RADAR JOGJA) 
 






Universitas Atma Jaya Yogyakarta 




In 2013 Idham Samawi, a former high profile official in Yogyakarta, was named as 
corruption suspect on local football club funds worth 12.5 billion Rupiah. Establishment 
of himself as a criminal suspect is an important news for the people of Yogyakarta. Idham 
Samawi's long experience in politics in Yogyakarta has made him an influential figure. 
In journalism, news of this kind of corruption case has a strong news value. News of 
corruption in the mass media is part of the political coverage that influences the nation's 
development. This is the reason when political news has a large portion of the media. At 
an ideal level, the media must be able to provide a communication medium between the 
state and its citizen. But the media also has the power to shape public opinion. Media can 
define audiences' views on a political issue or a political actor. This research try to 
discover the frame of five local newspapers in reporting corruption case that ensnare 
Idham Samawi. Researchers quarry how far the local media play a role in eradicating 
corruption in Indonesia. The reason, in accordance with its responsibilities, the media 
should be oriented to the public interest. Media should preach this corruption case openly 
for the accountability to the public. This research is done by framing analysis method to 
see the process of reality constructions built by media. Researchers try to compare the 
discourse that is built by each local media through news content. In addition, researchers 
also conducted interviews with each editorial staff of the media to discover the context 
behind typical news content production. 
 




Pada Kamis 18 Juli 2013, masyarakat di Yogyakarta dikagetkan dengan 
pemberitaan mengenai penetapan Idham Samawi, mantan Bupati Bantul periode 1999-
2004 dan 2005-2010 sebagai tersangka korupsi dana Persatuan Sepakbola Indonesia 
Bantul (Persiba) sebesar 12,5 miliar. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh Kejaksaan 






Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasar berita di Tempo.co pada Jumat 
19 Juli 2013, korupsi Idham ini dilakukan pada 2011 ketika dirinya menjabat sebagai 
ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Bantul dan ketua Komisi Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI). Hasil penyidikan dilakukan sejak Januari 2013  dan ada 
dugaan penyimpangan administrasi dana hibah Persiba. Penyimpangan ini berasal dari 
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan pada 2011 
masing-masing Rp 8 miliar dan Rp 4,5 miliar. 
 Penetapan tersangka ini tentunya menjadi berita baru dan penting untuk 
diberitakan masyarakat. Lebih lagi ini merupakan berita korupsi yang melibatkan public 
figure di Yogyakarta.  Idham selain mantan Bupati, ia juga menjadi ketua umum DPD 
PDI Perjuangan DIY dan waktu itu ia merupakan calon legislator DPR dari DIY. Dalam 
bahasa jurnalistik, berita ini memiliki nilai berita yaitu significance (penting), timeliness 
(terkini), dan prominence (keterkenalan).  
 Berita korupsi di media massa merupakan bagian dari liputan politik. Seperti 
dikutip dari buku Ibnu Hamad (2004) yang berjudul Konstruksi Realitas Politik dalam 
Media Massa,peristiwa politik selalu menarik media massa. Hal ini disebabkan karena 
dua faktor yaitu politik berada di era mediasi dimana media mustahil dipisahkan dari 
media massa. Para aktor politik selalu berusaha menarik wartawan agar aktivis politiknya 
diliput media. Alasan kedua menyangkut faktor nilai berita. Peristiwa politik, aktivis 
politik, dan kegiatan politik lainnya selalu menarik bagi media. Tak jarang peristiwa 
politik selalu menjadi headline surat kabar bahkan mendominasi berita di sebuah media.  
 Kaitannya dengan kasus korupsi ini, tentu saja media memiliki peranan yang 
sangat penting. Selain tugasnya sebagai pilar keempat, media juga harus menyelamatkan 
publik dari koruptor. Penyelamatan publik ini wajib dilakukan karena hakekat jurnalisme 
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adalah kesejahteraan bagi publik. Hal ini tertuang dalam Sembilan Elemen Jurnalisme 
yang dikembangkan oleh Bill Kovach dan Tom Ressenstieal.  
 Pada awal era Reformasi, fungsi media massa sangat ideal. Pers betul-betul bebas 
dan terlepas dari tekanan pemerintah Orde Baru. Namun memasuki decade kedua 
pascareformasi, media mengalami disorientasi. Kovach dan Rossenstiel dalam 
Wicaksono (2015:2), menyatakan kuatnya cengkeraman kapitalisme mengakibatkan 
media massa dihadapkan pada dilema antara keberpihakan pada kebenaran dan 
kepentingan warga negara pada satu sisi, dan pada sisi lain harus mengabdi pada 
kepentingan kapitalisme.  Akibatnya media mengalami kondisi tragis, berpindah dari 
kontrol negara menjadi kekuatan kapital dan melahirkan otoritarian baru yang disebut 
otorian capital (Siregar dalam Wicaksono, 2015:2).  
 Berita korupsi soal Idham Samawi di media ternyata mendapat sorotan dari media 
lokal di Yogyakarta. Pemberitaan soal Idham ramai dibicarakan media. Hal ini tidak bisa 
dipungkiri karena berita korupsi adalah berita yang memiliki nilai berita tinggi yaitu 
penting, kekinian, dan menyangkut kepentingan publik. Lebih lagi korupsi ini 
melibatkan Idham Samawi yang dikenal sebagai public figure di Yogyakarta.  
Surat kabar lokal seperti Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Harian Jogja, Radar 
Jogja, dan Bernas Jogja menaruh perhatian pada kasus Idham Samawi. Berdasarkan 
observasi awal yang dilakukan peneliti, sejak Idham Samawi ditetapkan sebagai 
tersangka kasus korupsi dana Persiba, Kedaulatan Rakyat justru tidak memberitakannya. 
Padahal, kasus tersebut adalah kasus besar dan memiliki nilai berita penting, kekinian, 
dan menyangkut public figure di Yogyakarta. Tribun Jogja memberitakan penetapan 
tersebut pada Sabtu, 20 Juli 2013 dengan judul “PDIP Beri Bantuan” “Hukum Berat 
Idham”. Namun, Kedaulatan Rakyat pasca penetapan Idham tidak menampilkan berita 






apapun.    
 Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut berita korupsi dana 
Persiba di semua koran lokal di Yogyakarta. Peneliti ingin melihat sejauh mana media 
lokal turut memerangi korupsi di Indonesia. Pasalnya, sesuai dengan tanggungjawabnya, 
media harus berorientasi pada kepentingan publik dan menyejahterakannya. Sementara 
itu, korupsi merupakan persoalan besar di masyarakat yang menyangkut dana publik. 
Oleh karenanya, media semestinya mengawal kasus korupsi ini dan menjerat seadil-
adilnya bagi pelaku penyewelengan dana publik. Dalam hal ini, korupsi adalah tindakan 
merugikan negara.  
 Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis framing sebagai analisis teksnya 
dan dilanjutkan dengan metode wawancara pada bagian redaksional media. Entman, 
Matthes, dan Pellicano (2009:177) menyatakan analisis framing digunakan untuk 
mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika 
menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang ini menentukan fakta mana yang akan 
diambil dan dibuang, fakta mana yang ditonjolkan dan tidak hingga akhirnya terbentuk 
angle atau fokus pemberitaan.  
 Fokus pemberitaan yang diperoleh dari bagaimana media melakukan framing ini 
akhirnya dimunculkan lewat berita yang dikonsumsi khalayak. Sebelum dikonsumsi 
khalayak, ternyata isi media juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 
ini oleh Becker dan Vlad (2009, 59) terdiri dari faktor individual media, rutinitas media, 
organisasi media, ekstramedia dan ideologi media. Penelitian ini mencoba untuk 
mengetahui framing media lokal dalam memberitakan kasus korupsi dana Persiba 
Bantul. 
 




Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam 
Moleong  menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengunakan 
latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 
dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Moleong, 2004:5).  
Subjek penelitian dalam penelitian ini redaktur atau reporter di lima media lokal 
di Yogyakarta yaitu Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Harian Jogja, Bernas Jogja, dan 
Radar Jogja. Objek  penelitian dalam penelitian ini adalah berita korupsi dana Persiba 
yang melibatkan Idham Samawi. Time frame berita yang diteliti adalah sejak Idham 
Samawi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi DIY pada 19 Juli 
2013 hingga berita terkini yakni  pasca  protes dari masyarakat yang dimulai pada 12 
Maret 2015. Berita yang dibandingkan dan dianalisis juga berada dalam waktu yang 
sama.  Mengingat penelitian ini menggunakan metode analisis framing, maka kuantitas 
berita tidak terlalu menjadi masalah.  
 
Tabel 1 











































































Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis konsep framing dari Robert 
N. Entman. Untuk menganalisis teks, terdapat empat perangkat dari Entman (dalam 
Eriyanto, 2002:189) yakni: Define problems (pendefinisian masalah), Diagnose Causes 
(memperkirakan masalah atau sumber masalah), Make moral judgement (membuat 
keputusan moral), dan Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian) 
 
PEMBAHASAN 
Peneliti telah melakukan proses analisis teks terhadap 15 artikel berita dari lima 
media lokal yang menjadi obyek penelitian. Setelah proses analisis teks dilakukan, 
peneliti meneruskan tahapan analisis konteks untuk memperoleh konfirmasi dari pihak 
redaksi media dalam proses pembuatan artikel tersebut. Berikut ini akan dipaparkan 
terlebih dahulu analisis teks dari lima media lokal di DIY. 
ANALISIS TEKS  
Analisis Teks Berita Kedaulatan Rakyat  
1. Berita “Paserbumi Ingin Idham Terus di Persiba “  
Dapat disimpulkan bahwa frame besarnya adalah Idham adalah orang yang 
sangat dibutuhkan oleh kelompok suporter Persiba untuk terus mengangkat prestasi 
Persiba di kejuaraan sepakbola. Berdasarkan berita tersebut terlihat bagaimana KR 
berusaha mengarahkan pembaca untuk mengerti betul perjuangan Idham Samawi dalam 
kiprah Persiba. Berkat perjuangan itu, Idham dinilai masih layak mengurusi Persiba.  
Hal pertama yang bisa dilihat adalah lewat judul berita “Paserbumi Ingin Idham 
Terus di Persiba”. Berdasarkan judul tersebut, kata “ingin” menandakan bahwa 
Paserbumi memang berharap Idham terus mengelola Persiba. Judul ini pun dijadikan 
headline oleh KR. Dengan menjadikannya headline dalam rubrik Sportmania, tentu saja 
akan menjadi daya tarik pertama pembaca untuk membacanya.  
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Lead pun makin menguatkan judul yang diberikan KR. Lead dimulai dengan 
kalimat “Kelompok suporter Persiba Bantul, Paserbumi berharap Drs. HM Idham 
Samawi tetap bersedia untuk mendampingi tim kebanggaan masyarakat Bantul dalam 
mengarungi kompetisi Indonesian Premier League (IPL) musim ini. Hal tersebut karena, 
prestasi yang saat ini diraih “Laskar Sultan Agung” tak lepas dari perjuangannya selaku 
Ketua Umum. Melalui lead tersebut, KR mengarahkan pada kesediaan Idham Samawi 
untuk mendampingi tim kebanggaan Bantul. Kata “kesediaan”, “kebanggaan”, dan 
“perjuangan Idham Samawi”  menandakan bahwa Idham memang diharapkan terus ada 
di Persiba karena memperjuangkan tim ini hingga berprestasi dan menjadi kebanggaan 
masyarakat Bantul.  
  Pemilihan narasumber dalam keseluruhan tubuh berita semua mengarah pada 
satu sisi yakni dari sisi Paserbumi. Sementara itu kutipan langsung pun banyak 
menegaskan soal kiprah Idham di Persiba. Beberapa kutipan langsung ini terlihat dari 
paragraf 2, 5, dan 7 dimana Idham ditampilkan sebagai sosok yang sangat berperan 
dalam Persiba. Bahkan terdapat kata “Idham menjadi motor bangkitnya persepakbolaan 
Bantul “ dimana ketika ditafsirkan lebih berarti Idham adalah orang utama dan penting 
dalam sejarah sepakbola Bantul. Dari pemilihan narasumber dan kutipan baik langsung 
maupun tidak makin menguatkan bahwa Paserbumi serius menginginkan Idham 
Samawi.  
Sementara itu, pada penyelesaian KR lebih menekankan pada perhatian 
pemerintah untuk Persiba. Melalui narasumbernya, KR menyampaikan bahwa 
pemerintah harus memikirkan nasib Persiba yang tengah dilanda persoalan internal. 
Secara implisit, tampaknya KR ingin menyampaikan bahwa ketika Idham sedang dilanda 
kasus korupsi, pemerintah seyogyanya juga berpikir soal nasib Persiba. Kasus Idham 






tentu saja akan membuat manajemen Persiba akan terganggu. Oleh karena itu ketika 
dilihat dari beritanya, terdapat kutipan yang menyebutkan Persiba tengah dilanda 
persoalan manajemen. Dugaan peneliti ini salah satunya terkait dengan penetapan Idham 
sebagai tersangka dana Persiba. Kesimpulannya, meskipun Idham ditetapkan menjadi 
tersangka, namun Idham tetap disosokkan positif oleh KR.  
 
2.  Berita “DPP PDIP Bantah Ada Diskriminasi, Idham Tak Salahi Aturan Caleg” 
Framing pada berita berjudul DPP PDIP Bantah Ada Diskriminasi, Idham Tak 
Salahi Aturan Caleg ingin menegaskan bahwa Idham Samawi masih sangat layak 
menjadi caleg DPR RI. Kelayakan ini dinilai dari status hukum Idham yang belum 
membuktikan apa-apa. Lebih lagi, penetapan Idham berlangsung setelah ditetapkannya 
Idham menjadi caleg. Menurut aturan hal tersebut tidak masalah, kecuali penetapan 
tersangka terjadi sebelum penetapan sebagai Caleg. Pernyataan ini hampir ditekankan 
dalam setiap paragrafnya.   
Pada berita ini, narasumber hanya berjumlah satu yakni dari Ketua Bidang 
Hukum Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Trimedya Panjaitan. Menurut asumsi penulis, 
narasumber ini cenderung memiliki ketekaitan organisasi dengan Idham Samawi. 
Kemungkinan selanjutnya  adalah pernyataan narasumber tersebut tidak independen 
artinya memang memihak pada pencalonan Idham. Secara kualitas berita, berita di KR 
ini tidak memenuhi unsur keseimbangan berita. Narasumber tidak cover both sides dan 
cenderung memilih narasumber yang berasal dari partai pendukungnya.  
Dalam berita ini, KR tetap mengingatkan pembaca pada prestasi Idham. Meski ia 
terkandung kasus, namun peranan Idham sangat besar bagi Bantul terkhusus soal Persiba.  
Hal ini terdapat dalam paragraf 4 dalam kalimat sebagai berikut.  
“Untuk itu, mantan Bupati Bantul 2 periode yang dianggap berprestasi berhasil 
e-Proceeding | COMICOS 2017
385
memajukan Pemkab Bantul dalam berbagai bidang tersebut, termasuk untuk 
pertama dalam sejarah Persiba menjadi juara Liga Utama PSSI 2010/2011, diminta 
terus melakukan konsolidasi kaitannya dalam pencalegan sebagai anggota DPR 
RI.”   
Lewat kutipan tak langsung dari Trimedya, KR juga ingin menggiring opini bahwa  
penetapan Idham sebagai tersangka masih janggal. Kejanggalan ini terlihat dari Idham 
yang belum pernah diperiksa sebagai saksi dan belum ada kerugian negara. Oleh karena 
itu, penyelesaian kasus ini oleh KR diarahkan pada penyiapan tim hukum untuk membela 
Idham.  
 
3. Berita “Demi Kiprah Persiba, Kepemimpinan Idham Tetap Dibutuhkan” 
Framing berita dengan judul “Demi Kiprah Persiba, Kepemimpinan Idham Tetap 
Dibutuhkan” masih memberikan citra positif pada sosok Idham Samawi. KR masih 
menggiring publik bahwa Idham belum menjadi tersangka resmi korupsi. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya lead “Meski saat ini posisi Ketua Umum Persiba, Drs.HM 
Idham Samawi sedang tersangkut masalah hukum, namun pemerhati sepakbola di Bantul 
menilai kehadirannya tetap diperlukan bagi tim yang berjuluk “Laskar Sultan Agung” 
tersebut. Kata-kata “tersangkut masalah hukum”, menjadi bukti bahwa KR masih sangat 
halus dan belum berani menunjuk Idham sebagai tersangka. Penggunaan kata tersangkut 
masalah hukum masih bisa diartikan publik sebagai persoalan biasa dan tidak 
mengerikan seperti halnya bila KR menggunakan tersangkut masalah korupsi. Ketika 
menggunakan kata “korupsi” opini masyarakat pasti akan merujuk pada tindakan yang 
sangat berat karena korupsi masih dipandang sebagai penyakit masyarakat yang sangat 
merugikan negara.  
Dalam leadnya, KR juga berniat untuk mengarahkan pembaca bahwa sosok 






Idham adalah sosok yang dibutuhkan oleh dunia persepakbolaan di Bantul. Kita pun tahu 
bahwa Persiba merupakan tim sepakbola utama di kalangan masyarakat Bantul. 
Sepakbola pun, masih menjadi magnet bagi masyarakat umumnya. Tentu saja, dengan 
pernyataan KR dalam leadnya, masyarakat akan melihat bahwa karena Idham-lah, 
Persiba menjadi tim yang kuat dan menorehkan banyak prestasi.  
Di dalam tubuh beritanya, KR menampilkan pernyataan dari salah satu pengurus 
cabang PSII Bantul dan Persiba, M.Fanani untuk menguatkan kembali bahwa Idham 
adalah sosok yang membuat Persiba berprestasi. Ia banyak menceritakan kiprah Idham 
di Persiba saat menjadi ketua umum.  Saat menjadi ketua umum, Idham membuat 
keteraturan manajerial dan berbagai program tim sehinga Persiba meraih prestasi 
maksimal di Kompetisi Komda Jateng dan DIY bagian selatan.  
Pernyataan pengurus cabang ini ingin menggiring pembaca kembali untuk 
berpikir bahwa mana mungkin Idham melakukan tindakan yang merugikan untuk 
Persiba. Tak hanya itu,berbagai kutipan pengurus cabang juga menguatkan pembaca 
bahwa Idham memang sangat dibutuhkan bagi tim Persiba. Karenanya, KR ingin 
mengarahkan publik untuk kembali berpikir apakah memang Idham bersalah atas 
tindakannya melakukan korupsi dana Persiba?  
Berita ini tidak memenuhi unsur cover both sides. KR hanya menampilkan 
pernyataan narasumber dari satu sisi saja. Hal ini tentu saja bisa dikritisi, apakah memang 
Idham benar-benar memberikan prestasi bagi Persiba? 
 
Analisis Teks Berita Tribun Jogja  
1. Idham Tidak Hadiri Peringatan Hari Jadi Bantul  
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 Framing Tribun Jogja atas berita  berjudul Idham Tidak Hadiri Peringatan Hari 
Jadi Bantul lebih menunjukkan sikap Idham yang tidak berani tampil di depan umum 
pasca penetapan tersangka dirinya. Tribun menguatkan dugaan tidak berani datang di 
HUT Jadi Bantul dengan memaparkan upaya yang dilakukan Tribun saat 
menghubungi Idham. Dalam paparannya tersebut, Tribun menjelaskan Idham tidak 
merespon. Tribun pun makin menguatkan dugaan ketidakhadiran Idham dengan 
mewawancara istri Idham, Bupati Ida. Saat diwawancara, Bupati Ida sama sekali tidak 
berkomentar atas ketidakhadiran Idham.  
 Selain menyorot ketidakhadiran Idham, Tribun juga memaparkan fakta soal 
kronologi penetapan tersangka pada Idham. Tribun menjelaskan bagaimana 
pelanggaran yang dilakukan Idham atas dana Persiba 2010 yang tidak sesuai prosedur. 
Penjelasan ini diungkapkan dengan memilih narasumber seperti Kajati DIY. Sebagai 
bentuk cover both sidesnya (sisi Idham) Tribun memilih Sidharto, Ketua DPP PDIP 
Bidang Kehormatan yang juga menjabat Ketua MPR RI. Dalam pernyataannya, 
Sidharto juga tidak berkomentar dan hanya mengatakan rencana advokasi hukum 
untuk Idham. Ia pun juga tak mau berkomentar atas keberadaan Idham sebagai bakal 
calon legislatif.  
 Tribun Jogja cenderung memaparkan kasus Idham ini dari sisi Idham memang 
bersalah dalam kasus korupsi dana Persiba. Angle yang dipilih pun cenderung 
menguatkan bahwa Idham tidak memiliki nyali untuk bertemu media dan masyarakat 
pasca penetapan tersangka. Tribun pun membuka kembali alasan mengapa Idham 
ditetapkan tersangka. Dengan demikian pembaca pun makin dikuatkan bahwa 
penetapan Idham sebagai tersangka adalah benar karena ada fakta yang mendukung.  
 






2. Berita  Pencalegan Idham Harus Dianulir 
 Frame berita Tribun dengan judul “Pencalegan Idham Harus Dianulir” adalah 
pencalonan Idham sebagai calon legisatif perlu dibatalkan. Frame ini dibentuk dengan 
mengangkat pernyataan narasumber dari kader PDIP yang dahulu pernah dibatalkan 
pencalonannya dalam pemilihan legislatif karena tersandung kasus korupsi. Pernyataan 
narasumber dilihatkan sebagai bentuk kekecewaan ketika PDIP tidak konsisten dalam 
menerapkan aturan pencalonan DCS. Narasumber terkesan menuntut PDIP agar tidak 
pilih kasih pada sosok Idham. Hal ini dikatakan narasumber agar citra PDIP tidak rusak 
di mata masyarakat.  
 Tribun menunjukkan bahwa tindakan koruptor perlu mendapatkan perhatian 
serius. Lebih lagi ketika ia dicalonkan sebagai bagian dari calon legislatif. Tribun juga 
mengajak masyarakat khususnya partai PDIP untuk kembali mengingat aturan yang 
pernah dibuatnya yakni pencabutan pada anggota kadernya bila tersandung korupsi.  
 
3. Berita  Persiba Butuh Dana Rp. 6M 
 Framing berita ini, Tribun ingin menunjukkan bahwa penetapan Idham sebagai 
tersangka juga membuat kondisi pada Persiba terguncang. Digambarkan dalam berita 
tersebut, bagaimana Persiba yang begitu kesulitan untuk mendapatkan dana Rp 6M. 
Pernyataan narasumber yakni Sekretaris Persiba, Wikan Werdo Kisworo, banyak 
menceritakan kondisi Persiba yang memang membutuhkan orang yang mau membantu 
dana hingga 6M.  Wikan malah menyebutkan, opsi terakhir mereka jika tidak 
mendapatkan dana adalah menjual Persiba kepada pihak lain. Namun hal tersebut juga 
menimbulkan persoalan baru yakni pemindahan markas.  
 Tribun memberikan pandangan lain terhadap kasus Idham. Idham memang sosok 
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yang dibutuhkan oleh Persiba, meski kalimat dalam berita tidak secara langsung 
menyebutkannya. Tribun memberikan bukti-bukti nyata bahwa persoalan dana adalah 
persolan krusial dalam Persiba, dan sosok Idham-lah yang selama ini bisa membantu 
pendanaan. 
 
Analisis Teks Berita Harian Jogja    
1. Idham Masih Aman ke Senayan       
  
 Framing berita di atas menunjukkan bahwa Harjo ingin memberitahukan pada 
publik bahwa penetapan Idham sebagai tersangka tidak berpengaruh pada pencalonan 
dia di Senayan. Hal ini ditunjukkan Harjo dengan memberikan kutipan dari KPU dengan 
dasar legalitas hukum. Dikatakan bahwa berdasar hukum, memang keputusan atas Idham 
belum final dan dia masih layak untuk dicalonkan.  
 Namun, dalam berita ini Harjo tetap menunjukkan bahwa aturan KPU belum 
sepenuhnya benar. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kutipan mantan bakal calon 
legislatif Bambang Eko dan Ternalem yang dilarang untuk mencalonkan diri karena 
tersandung kasus korupsi. Pelarangan ini bahkan dilakukan saat proses banding berjalan. 
Dalam wawancaranya dengan Ternalem, Ternalem menilai bahwa ada indikasi pilih 
kasih dari pihak yang bersangkutan pada Idham Samawi.  
 Sementara itu, Harjo mengingatkan kembali pada publik akan konteks berita 
Idham. Disebutkan dalam berita bahwa Idham adalah tersangka kasus korupsi Persiba 
dari dana APBD 2011. Harjo pun berusaha mengkonfirmasi pernyataan Kejati dengan 
menghubungi Idham dengan politisi PDIP atas hal tersebut, namun sama sekali tidak ada 
direspon. Hal ini membuktikan bahwa secara sisi jurnalistik, Harjo tetap memenuhi asas 
cover both sides. Harjo pun terlihat menyerahkan pada publik atas konfirmasi yang tak 
terjawab dari Idham dan politisi PDIP lainnya.  







1. DPD Tak Berkutik Soal Idham  
Framing Harjo pada berita di atas adalah DPD PDIP tidak bisa berbuat banyak 
atas pencalonan Idham sebagai caleg. Hal ini ditegaskan dengan mengutip pernyataan 
baik kutipan langsung dan tidak langsung dari Sekretaris Jendral DPD PDIP DIY, 
Bambang Praswanto. Dalam berita ini, PDIP justru digambarkan memberikan bantuan 
hukum pada Idham dan tetap mendukung pencalegan Idham.  
Namun dalam tubuh beritanya, Harjo tetap memberikan antitesis dari pernyataan 
Bambang yaitu dengan mengutip berita sebelumnya. Pernyataan antitesis ini berasal dari 
Ternalem kader PDIP, yang merasa terdiskriminasi atas kasus Idham. Harjo terus 
mengulang kutipan Ternalem bahwa kasus Ternalem harusnya menjadi contoh dalam 
penyelesaian kasus pencalegan Idham. Dijelaskan pula oleh Harjo, partai PDIP sebagai 
penyokong Ternalem bahkan melarang Ternalem untuk ikut pencalonan legislatif 2014. 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan Ternalem ini, Harjo terkesan ingin memberikan 
wacana bahwa Idham sama dengan kader lainnya.Oleh karenanya, penyelesaikan atas 
kasus Idham selayaknya sama dengan kader lainnya.  
 
3.KPK Dukung Kejati Usut Dugaan Korupsi di Bantul  
 Framing Harjo atas berita di atas adalah keseriusan KPK dan Kejati DIY dalam 
menuntaskan kasus hibah Persiba Bantul. Kendati dalam berita tersebut disebutkan 
bahwa kedatangan tim KPK tak hanya menangani kasus Persiba, namun kedatangan 
tim ini makin mempercepat penanganan kasus Persiba.  
 Dalam tubuh beritanya, Harjo lebih banyak memberikan porsi lebih pada 
narasumber KPK serta Kejati DIY. Kendati demikian Harjo tetap melakukan 
verifikasi dengan memberikan pernyatan Idham dan istrinya yang menjabat Bupati 
Bantul. Dalam pernyataannya, mereka berdua menolak berkomentar. Penolakan ini 
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menandakan bahwa kemungkinan memang Idham bersalah atas kasus Persiba ini.  
 
Analisis Teks Berita Radar Jogja  
1. Berita Jangan Terhenti pada Idham, Kejati Diminta Usut Semua Pejabat yang 
Terlibat 
 Framing Radar Jogja dalam berita di atas menunjukkan banyak pihak yang 
berharap kasus Idham diselesaikan. Harapan itu ditorehkan lantaran Idham merupakan 
salah satu  public figure di Jogja yaitu mantan bupati Bantul dan pimpinan partai PDIP 
di Jogja. Tentunya dengan melihat predikatnya sebagai tokoh publik, bisa saja kasus 
korupsi yang menyangkut Idham tidak dapat terselesaikan.  
 Dalam tubuh beritanya, Radar memberikan narasumber dari berbagai elemen 
masyarakat yang notabenya mendukung penyelesaian kasus Idham. Pernyataan yang 
dikeluarkan narasumber lebih pada meminta KPK dan Kejati mengusut tuntas kasus 
Idham tanpa mamandang jabatan apa pun. Mereka juga menekankan adanya 
independensi dari KPK maupun Kejati mengingat posisi Idham yang dinilai kuat. Hanya 
saja dalam berita tersebut, pihak Idham  sama sekali tidak diberi kesempatan untuk 
memberikan pendapatnya. Dengan demikian asas cover both sides tidak terpenuhi dalam 
berita ini.  
 Dalam tanggal yang sama yaitu 22 Juli 2013, berita Idham dikeluarkan dua kali 
oleh Radar Jogja dengan angle yang berbeda. Angle pertama berjudul “Jangan Terhenti 
pada Idham, Kejati Diminta Usut Semua Pejabat yang Terlibat” dan angle kedua 
berjudul “DPP Jangan Diskriminatif, Ternalem Berharap Idham Bersikap Konsisten”. 
Angle kedua ini banyak menyorot soal keprihatinan beberapa kader PDIP terhadap 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang melakukan kebijakan bernuansa diskriminatif 
pada Idham. Hal ini pun dikutip langsung oleh Radar dengan pernyataan sebagai berikut.  
 “Kami heran dengan arah dan sikap PDIP. Katanya kader yang tersangkut perkara 






korupsi tidak akan dibela, karena memalukan partai. Namun yang terjadi kok 
justru sebalinya,”sindir mantan Ketua DPC PDIP Gunungkdiul Ratno Pintoyo, 
kemarin (20/7). (Radar Jogja, 22 Juli 2013)  
Pemilihan kutipan langsung oleh Radar tersebut terkesan memang ada proses 
diskriminatif pada Idham. Hal ini ditunjukkan dengan memunculkan kata-kata “tidak 
akan dibela”, “memalukan”, serta “kok”. 
Untuk menguatkan lagi pada  publik bahwa ada nuansa diskriminatif dalam kasus 
Idham, Radar pun kembali mengingatkan pada kasus yang Ternalem, anggota DPRD 
DIY non aktif dari partai PDIP. Berdasarkan wawancara Radar dengan Ternalem, 
diperoleh fakta bahwa dirinya dinonaktifkan karena tersangkat korupsi. Kekecewaan 
Ternalem pada aparat hukum dalam penanganan kasus Idham pun dikutip secara 
langsung oleh Radar sebagai berikut.  
“Kalau konsisten itu juga diterapkan sama dengan kasus yang menimpa pak 
Idham. Ini demi nama baik dan nama besar PDIP. Jangan sampai tercoreng 
juga,”harap ketua PAC PDIP Kecamatan Playen, Gunung Kidul ini. (Radar Jogja, 
22 Juli 2013). 
Berdasarkan kutipan di atas terlihat jelas adanya nada kekecewaan dari Ternalem. 
Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata-kata “ kalau konsisten”, dan “demi nama 
baik dan nama besar PDIP”. Dari kata-kata tersebut menyiratkan bahwa kasus Idham 
sama dengan kasus Ternalem dimana semestinya Idham harus diperlakukan sama seperti 
Ternalem.  
Narasumber pada angle berita kedua ini meski berasal dari kubu Idham (PDIP) 
namun Radar memilih pihak-pihak yang memiliki pengalaman serupa dengan kasus 
Idham. Dengan demikian muncul pernyataan menarik yang makin mengejutkan publik.  
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2. Dalami Keterlibatan Pejabat Lain, Aspidsus Pimpin Langsung Penyidikan  
Framing berita di atas menunjukkan bahwa kasus dana hibah Persiba melibatkan 
lebih dari satu orang. Dalam berita ini ditunjukkan ada keseriusan dari Kejati DIY untuk 
mengusut kasus Idham. Dijelaskan bahwa Kejati DIY tengah membentuk tim untuk 
mencari tersangka lain.  
Berita ini menunjukkan makin menujukkan keseriusan Radar untuk mengawal 
kasus korupsi Idham. Pada berita tanggal 22 Juli 2013 dengan judul “Jangan Terhenti 
pada Idham, Kejati Diminta Usut Semua Pejabat yang Terlibat” dan berita tanggal 23 
Juli 2013 dengan judul “Dalami Keterlibatan Pejabat Lain, Aspidsus Pimpin Langsung 
Penyidikan”, Radar tampak mengawal langkah Kejati DIY dalam penanganan kasus 
Idham. Keseriusan Kejati pun diperlihatkan Radar dalam lead beritanya. Selain Kejati 
pun, Radar lebih memilih narasumber dari elemen masyarakat yang setuju kasus korupsi 
ini diungkap. Sayangnya berita ini tidak memenuhi asas cover both sides. Idham atau 
pihaknya tidak diberi kesempatan untuk memverifikasi berita ini.  
Dalam berita ini pula, Radar tetap memberikan narasumber dari elemen 
masyarakat. Elemen masyarakat yang dipilih adalah Masyarakat Transparansi Bantul 
dan Jogja Corruption Watch (JCW). Keduanya dengan tegas mengatakan kasus Idham 
adalah kasus serius yang harus segera ditindaklanjuti. Mereka pun terlihat bernafas lega 
bahwa dengan kasus Idham ini, kasus-kasus korupsi lain di Bantul akan segera 
tertangani. Dapat disimpulkan bahwa kasus Idham adalah angin segar bagi masyarakat 
karena akan muncul tersangka-tersangka baru dalam sejumlah kasus korupsi di Bantul. 
Hal ini terlihat dalam kutipan tidak langsung dan kutipan langsung dari kedua elemen 
masyarakat yang menjadi narasumber. Berikut kutipannya.  
Sedangkan Koordinator Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono 






kembali meyakini kasus hibah Persiba bisa menjadi pintu masuk membongkar 
kasus-kasus megakorupsi yang terjadi di Bantul. Di antaranya, kasus Radio 
Bantul senilai Rp 1,7 miliar, Bantul Kota Mandiri (BKM) Rp 4,5 miliar, tukang 
guling tanah kas desa Bangunharjo di Sewon Rp 8 miliar, dan dana asistensi ke 
pemerintah pusat Rp 1,7 miliar. “Semua harus diusut tuntas,”desaknya. (Radar 
Jogja, 23 Juli 2013).  
Kutipan narasumber lain adalah  
JCW juga yakin pelaku yang terlibat tidak sebatas dua tersangka itu. Tapi, ada 
keterlibatan dan peranan pejabat atau pihak lain dalam perkara itu.”Korupsi tidak 
mungkin hanya satu atau dua orang yang terlibat. Korupsi dilakukan secara 
berjamaah. Kita dukung kejati membongkarnya,”desaknya.  
Berdasar dua kutipan tersebut terlihat bahwa korupsi Bantul tidak hanya dilakukan 
Idham atau Kakanpora semata, melainkan juga pejabat-pejabat lain yang bersangkutan. 
Hal ini terlihat dari kata-kata “berjamaah” serta kutipan dari MTB yang menyebut 
banyaknya kasus korupsi yang ada di Bantul. Kutipan ini makin menunjukkan bahwa 
kasus korupsi ini serius dan perlu diselesaikan.  
1. Berita dengan judul “Keroyok Tangani Perkara Idham”  
Framing berita di atas menunjukkan Radar terlihat memang serius ingin kasus 
korupsi yang melibatkan Idham dituntaskan. HRadar terlihat terus mengapresiasi 
langkah Kejati dan KPK yang terus mencari keterlibatan Idham dalam kasus korupsi 
yang melibatkan dirinya. Hal ini terlihat pertama kali dari pemilihan diksi dalam judul. 
Radar membubuhkan kata “keroyok” dalam judul berita. Dalam KKBI “keroyok” berarti 
menyerang beramai-ramai. Kata tersebut mengandung arti bahwa kasus Idham tidak 
hanya ditangani Kejati melainkan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Selain 
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kata “keroyok”, Radar dalam paragraf pertamanya juga membubuhkan kata “suntikan 
darah segar”. Diksi ini mengandung arti kasus ini tidak hanya mendapat perhatian Kejati 
DIY melainkan KPK sebagai penegak hukum tertinggi di negeri ini. Kata “darah segar” 
bisa diasosiasikan bahwa kasus ini tentunya tidak main-main diusut karena telah 
melibatkan KPK.  
Dalam tubuh beritanya, Radar menjelaskan dengan detail bagaimana tim KPK 
dan Kejati serius mengusut kasus Idham. Bahkan tak hanya kasus Persiba, tetapi kasus-
kasus korupsi lain yang melibatkan Idham. Radar menceritakan bagaimana tim KPK 
yang mendatangani secara langsung Kejati dan langkah-langkah apa saja yang akan 
dilakukan. Dalam hal ini sekali bahwa kasus Idham memang kasus serius yang harus 
segera ditangani. Namun sayangnya, berita ini tidak dibarengi dengan komentar dari 
Idham. Dalam hal ini, Radar memang tidak memenuhi asas coverboth sides. 
 
Analisis Teks Berita Bernas Jogja 
1. Kejati DIY Dituding Politis 
Pada artikel tersebut, Bernas mencoba untuk memberitakan perbedaan pendapat 
antara pihak yang mendukung Idham dengan pihak yang pro pengusutan kasus korupsi 
Idham. Pada bagian judul, nampak kesan awal bahwa Bernas Jogja memberikan 
dukungan kepada Idham karena judul yang digunakan adalah “Kejati DIY Dituding 
Politis”. Hal tersebut mengesankan bahwa Bernas mengedepankan wacana bahwa 
penetapan tersangka Idham oleh Kejati semata-mata hanya alasan politis saja. Alasan 
politis yang dimaksud adalah usaha untuk menggagalkan pencalonan anggota legislatif 
Idham. 
Namun setelah didalami ke bagian tubuh berita, ternyata judul yang bernuansa 
tudingan politis tersebut hanya merujuk sebagai kecil dari keseluruhan artikel. Hanya 






mengambil lia paragraf awal dari total 26 paragraf yang ada di artikel tersebut. Bagian 
artikel yang lain justru lebih bayaj menampilkan pendapat pihak-pihak yang pro atas 
penetapan tersangka Idham. Antara lain mantau Ketua DPC PDIP Gunungkidul Ratno 
Pitoyo, politisi PDIP Gunungkidul Ternalem, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM 
Hifdzil Alim, dan pihak Jogja Corruption Watch Baharadduin Kamba. 
Pemberitaan Bernas pada artikel ini sudah menjunjung prinsip multi side 
coverage. Karena selain informasi yang disampaikan oleh pihak yang mendukung Idham 
dijadikan tersangka, Bernas juga menampikan suara dari pihak yang masih pro kepada 
Idham. Pihak tersebut antara lain Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Sidarto 
Danusubroto, Wakil ketua Bidang Politik dan Hubungan antar lembaga DPD PDIP DIY 
Esti Wijayanti yang diberikan kesempatan untuk menjadi pelantun wacana. Kemudian 
ditambah dengan usaha konfirmasi Bernas kepada Gubernur DIY dan Bupati Bantul (istri 
dari Idham) yang tidak membuahkan hasil karena penjagaan ketat kedua orang tersebut. 
Pihak KPU juga diberikan ruang yang cukup sehingga mampu menjadi pelengkap 
keberagaman sudut pandang terhadap kasus ini. 
 
 
2.  KPK Supervisi Pengusutan Idham 
Artikel ini menyiratkan bahwa KPK mendukung penuh upaya pengusutan kasus 
Idham oleh Kejati DIY. KPK memberikan bantuan konsultatif kepada Kejati untuk 
melanjutkan proses penyelidikan kasus Idham. KPK mengakui bahwa tidak secata 
khusus hanya mendukung Kejati DIY saja. KPK secara rutin juga melakukan diskusi 
dengan Kejati lain di seluruh Indonesia. Kejati DIY sendiri membuka tangan lebar-lebar 
atas bantuan yang diberikan oleh KPK. Kejati sendiri mengaku kedatangan KPK bukan 
karena hambatan yang dialami oleh Kejati ketika mendalami kasus.  
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Berdasarkan artikel tersebut, pembaca dapat melihat bahwa lembaga penegak 
hukum, khususnya kasus korupsi saling memberikan dukungan. Koordinasi antar pihak 
berjalan dengan baik, untuk mencapai tujuan selesainya kasus korupsi Idham Samawi 
tersebut. Prinsip cover both side dalam artikel ini lebih menekankan narasumber dari 
pihak Kejati DIY dan KPK. Kedua pihak tersebut menjadi plot utama dalam artikel ini 
karena fokus pemberitaan lebih kepada dukungan KPK terhadap penyidikan Kejati. 
Berdasarkan artikel tersebut, nampak bahwa adanya kekompakan lembaga penegakan 
hukum dalam kasus korupsi. Kedua lembaga secara terbuka menyatakan sikap positif 
dengan mengesampingkan ego sektoral masing-masing. 
 
3. Posisi Idham Masih Aman 
Artikel ketiga Bernas Jogja ini mencoba mengingatkan pembaca bahwa DPP 
PDIP tetap bergeming untuk menetapkan Idham sebagai caleg DPR RI dari dapil DIY. 
Padahal berdasarkan artikel nomor dua, seorang tersangka dapat dibatalkan pencalonan 
legilatifnya oleh DPP. Namun pada kasus Idham, yang bersangkutan masih melenggang 
aman. Artikel ini juga mengesankan bahwa DPD PDIP mengeluarkan pernyataan 
berlindung di balik DPP. Mereka seolah hanya mengikuti arahan dari DPP, padahal 
sebenarnya memang mereka tidak ingin mempermasalahkan pencalonan legislatif 
Idham. Hal tersebut muncul pada paragraf keempat yang berbunyi, “Jalan terus bahkan 
ditingkatkan sesuai target” ketika menyinggung upaya pemenangan PDIP pada pemilu 
2014. 
Namun arus wacana utama dari artikel ini justru lebih mengarah pada kemajuan 
proses penyeidikan Idham yang dilakukan oleh Kejati DIY. Hal ini nampak dari jumlah 
paragraf yang mendominasi sebanyak 13 paragraf, sedangkan pernyataan pihak DPD 
PDIP hanya sejumlah lima paragraf. Bernas melihat kesan Kejati DIY yang terlalu hati-






hati dan lambat dalam proses penyelidikan kasus Idham. Bernas melihat kesan Kejati 
gamang melajutkan dengan cepat karena adanya ancaman demonstrasi dari pendukung 
Idham. Semuan narasumber dari pihak Kejati terkesan tidak memiliki tanggal atau waktu 
yang pasti tentang pemanggilan Idham.  
REKAPITULASI ANALISIS TEKS LIMA MEDIA LOKAL 
Tabel Perbandingan Analisa Teks Lima Media Lokal di Yogyakarta    
Media 
Posisi/ Keterkaitan 








a. Idham disosokkan positif 
b. Idham adalah korban demi menyelamatkan 
Persiba 
c. Idham menuai banyak prestasi untuk Persiba  
Harian Jogja  Netral a. Idham diberitakan berdasarkan fakta hukum 
sesuai statusnya yakni sebagai tersangka 
b. Kekecewaan pada DPP PDIP yang tidak tegas 
menangani kasus Idham 
Tribun Jogja Netral  a. Idham diberitakan berdasarkan fakta hukum 
sesuai statusnya yakni sebagai tersangka 
b. Idham memberikan banyak prestasi pada 
Persiba 
Radar Jogja Netral  a. Idham diberitakan berdasarkan fakta hukum 
sesuai statusnya yakni sebagai tersangka 
b. Kejati DIY dicitrakan positif dengan porsi 
pemberitaan terbesar. Radar telihat cenderung 
mendesak penyelesaian kasus ini dengan 
menampilkan narasumber dari aparat penegak 
hukum.  
c. Apresiasi penegak hukum (Kejati DIY dan 
KPK) dalam mengawal kasus ini.  
Bernas Jogja Netral a. Idham diberitakan berdasarkan fakta hukum 
sesuai statusnya yakni sebagai tersangka 
b. Ada perbedaan pendapat di internal DPD 
PDIP terkait kasus Idham. Ada kesan Idham 
diperlakukan istimewa secara hukum oleh 
PDIP 
c. KPK dan Kejati secara kompak bekerja sama 
untuk menyelesaikan kasus Idham 
d. Bernas menilai Kejati kurang cepat dan tegas 
dalam menyidik kasus Idham 
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ANALISIS KONTEKS 
a. Kedaulatan Rakyat 
Level konteks pada media KR ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan 
pemimpin redaksi Octo Lampito pada April 2015 lalu. Dari sejarahnya, koran KR 
berpijak pada pers Pancasila. Wonohito sebagai pendiri KR,  menyatakan KR memiliki 
tugas dan tanggungjawab besar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. 
Kesejahteraan ini terwujud manakala KR bisa menjalankan fungsinya dengan baik. 
Fungsi media ini merujuk pada  fungsi dasar media yaitu  sebagai sarana  informasi, 
hiburan, pengawasan, pendidikan, serta transmisi budaya. Tentu saja aspek lokalitas 
menjadi hal utama dalam pemberitaan KR.  
Dari ideologi pers Pancasila ini, Octo menyatakan pemberitaan KR sangat pro 
terhadap rakyat. Bentuk bentuk ketertindasan terhadap rakyat lebih banyak diungkapkan 
oleh KR. Oleh karena itu, kata Octo, pemberitaan akan lebih banyak menampilkan 
narasumber dari rakyat.   
Untuk menerapkan pers Pancasila ini, KR juga menggunakan pendekatan budaya 
Jawa dalam menampilkan pemberitaannya. Budaya Jawa ini seperti menyampaikan 
sesuatu dengan pelan-pelan namun mengena. Hal ini disampaikan Octo sebagai berikut. 
           “Pendekatan saya "ngantem" tapi jangan keras, yang penting kena, dengan 
bahasa. Kalau kami hidup di Surabaya mungkin akan lain, kalau di Jakarta juga 
akan lain, tapi ini kami harus berhadapan dengan mayoritas Jawa. Pesannya 
adalah untuk menjaga Jogja dengan "migunani tumraping liyan", harus bisa 
bermanfaat bagi orang Jogja dan sekitarnya. (Octo, wawancara, April 2015)  
 Berdasarkan kutipan di atas, pemberitaan KR terlihat lebih landai ketimbang 
berita dari media lain yang lebih kritis. Menurut Octo, ketika KR terlalu kritis menyoroti 
sesuatu, maka pembaca enggan akan membaca KR. Diakui oleh Octo bahwa KR masih 
mendapat peringkat tertinggi oplah di Yogyakarta atau sekitar 400 ribu per hari, 
dikarenakan berita yang dimunculkan banyak menggunakan bahasa yang landai, tidak 
keras. Isunya pun banyak menyentuh persoalan-persoalan langsung dalam masyarakat.  






 Pada persoalan Idham Samawi, Octo mengatakan bahwa faktor kedudukan 
Idham sebagai penasehat tidak mempengaruhi pemberitaan. Meski sebutan Idham adalah 
“bapak”, namun Octo membantah Idham melakukan intervensi pada pemberitaaan. 
Hanya saja Idham “memperingatkan”KR bahwa ia belum divonis. Berikut kutipan 
wawancaranya,  
 “Dia bilang silakan memberitakan, tapi dia bilang juga jangan lupa bahwa dia 
belum divonis. Dia memberikan kebebasan, tapi kami juga harus hati-hati karena 
kami tidak mau membuat orang celaka seumur hidup.”(Octo, wawancara, April 
2015)  
Octo juga menegaskan dalam kutipan sebagai berikut. 
 “Mungkin juga begitu, tapi jangan lupa saya menjaga sekali, kalau belum 
tersangka belum saya beritakan jika belum tertentu bersalah. Kasihan 
keluarganya, kasihan publiknya, kasihan bisnisnya.” (Octo, wawancara, April 
2015)  
 Berdasar kutipan di atas, peneliti menduga peringatan Idham bahwa ia belum 
divonis merupakan bentuk kekhawatiran dari Idham. Idham berusaha untuk 
mempengaruhi kebijakan redaksional secara tidak langsung. Hal ini terungkap dari 
pernyataan Octo bahwa jangan pernah membuat orang celaka seumur hidup di kutipan 
terakhirnya. Hal ini menandakan KR tampak hati-hati sekali membingkai pemberitaan 
Idham. Bahkan Octo sendiri menyebutkan bahwa berita Idham akan berdampak bagi 
keluarga, publik Idham serta bisnisnya. Hal ini menandakan pula bahwa KR ingin 
menggiring opini publik bahwa Idham tak layak dijadikan tersangka.  
 Kehati-hatian pemberitaan Idham sangat terlihat ketika KR memilih narasumber 
yang pro Idham. Bahkan KR melakukan liputan khusus soal Persiba dimana seluruh isi 
beritanya sangat memihak Idham. Idham disosokkan sebagai pahlawan dalam Persiba 
sehingga tak layak dijadikan tersangka. Bahkan dijelaskan oleh KR, Idham “terpaksa” 
melakukan korupsi (mengambil uang negara) karena untuk membiayai Persiba.  
Octo pun menanggapi pemberitaan di berbagai media khususnya media lokal soal 
Idham. Media lain selain KR tampak menyudutkan Idham. Ia menyebut inilah kelemahan 
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media yang disebut trial by the press atau asas praduga tak bersalah.  Ia mengatakan KR 
tidak ingin asas praduga tak bersalah terhadap Idham Samawi, dengan asumsi Idham 
belum divonis.  Bagi Octo, KR harus memaparkan fakta yang sesungguhnya tanpa 
menghakimi Idham. Hal ini diungkapkan Octo dalam kutipan sebagai berikut.  
“Pertimbangan kita karena belum salah. Kecuali Pak Idham tersangka korupsi 
dan terbukti divonis, mungkin kami akan ditekan. Andaikan itu sudah sangkaan 
negatif, itu bisa dituntut media-media itu.” (Octo, wawancara, April 2015) 
  
Berdasarkan kutipan tersebut, tampak terlihat faktor organisasi khususnya 
penasehat sangat berpengaruh dalam kebijakan redaksional media. Lebih lagi ketika 
penasehat tersangkut persoalan korupsi, KR sendiri sangat berhati-hati dalam 
menampilkan fakta. Bahkan akhirnya fakta yang dimunculkan justru banyak yang 
mengandung tone positif atas Idham dengan narasumber yang tidak coverboth sides.  
b. Tribun Jogja 
Untuk mendapatkan level konteks ini, peneliti melakukan wawancara dengan 
Krisna Sumargo sebagai Pemimpin Redaksi Tribun Jogja. Wawancara dilakukan di 
Tribun Jogja pada Rabu, 13 Juli 2016. Berdasarkan hasil wawancara dengan Krisna, 
terdapat beberapa jawaban yang dapat melengkapi level teks.  
Krisna menyatakan Tribun Jogja lebih leluasa untuk melakukan framing 
pemberitaan soal Idham. Hal ini disebabkan karena Tribun Jogja tidak memiliki afiliasi 
politik dengan pihak mana pun. Terkait dengan kebijakan redaksional atas berita-berita 
politik seperti kasus korupsi, Tribun  mencoba untuk menempatkan sebagai media yang 
ikut memberantas  korupsi seperti di level nasional. Lebih lagi ketika kasus korupsi 
tersebut melibatkan public figure, Tribun ingin menempatkan isu korupsi dengan baik 
agar masyarakat, pemerintah, serta pihak lain yang berkaitan bisa belajar atas kasus 
tersebut.  
Kaitannya dengan kasus Persiba, Krisna menyebutkan bahwa peristiwa ini layak 






diangkat karena memiliki nilai berita. Nilai berita dalam peristiwa ini adalah penting 
(menyangkut persoalan korupsi yang menggunakan dana negara (APBD)), aktual, 
proximity (aspek lokalitas), dan prominence (menyangkut Idham sebagai seorang public 
figure). Persoalan nilai berita inilah yang membuat Tribun mengawal kasus Idham. Hal 
ini disampaikan Krisna sebagai berikut. 
“Penggunaan APBD untuk Persiba, kembali ke konsen Tribun untuk 
menempatkan kasus ini sebaik-baiknya. Ada pertimbangan selain konteks 
hukum, tetapi juga lokalitas. Kasus ini melibatkan pejabat publik dan 
kepentingan banyak orang. (Krisna, wawancara, 15 Juli 2016). 
  
 Hanya saja, Krisna mengaku untuk mengemas berita Idham ini, terjadi dinamika 
dalam redaksi. Perdebatan yang terjadi berkaitan dengan frame setting yang akan 
dimunculkan oleh Tribun. Frame setting ini berkaitan dengan penggunaan diksi yang 
diperhalus, judul yang tidak terlalu keras, dan bahasa dalam tubuh berita yang tidak 
terlalu menyudutkan. Krisna mengatakan, kebijakan redaksional atas penggunaan diksi 
sangat penting dilakukan oleh Tribun Jogja. Hal ini dilakukan untuk menghormati Idham 
Samawi yang masih berstatus tersangka. Tribun tidak ingin melukai perasaan Idham 
bahkan keluarga korban. Hal ini disampaikannya dalam kutipan sebagai berikut.  
“Tribun hanya memperhatikan cara mengemasnya. Apakah kita menggunakan 
diksi agar tidak menimbulkan ketersinggungan. Pilihan judul hasil pergulatan 
di redaksi. Bagaimana pesannya sampai tetapi tidak terlalu menyodok. Karena 
apapun faktanya beliau sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kita mencoba 
memilih diksi yang diperhalus dan masih relevan dengan konsep penyajian kita. 
(Krisna, wawacara, 15 Juli 2016). 
 
Tak hanya persoalan ketersinggungan, namun Tribun Jogja menggunakan diksi 
yang diperhalus dengan pertimbangan konteks budaya Jogja. Masyarakat Jogja, 
khususnya,tidak suka membaca berita yang lugas dan menohok. Karenanya, rasa 
tepaslira tetap harus dipertimbangkan Tribun Jogja dalam mengemas berita Idham. 
Pertimbangannya adalah persoalan Idham sebagai pulic figure dan kasusnya menyangkut 
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kepentingan banyak orang.  
Penghalusan diksi inilah yang akhirnya membentuk  dua frame Tribun dalam 
mengemas kasus Idham. Frame pertama adalah memaparkan fakta pada publik bahwa 
Idham adalah tersangka. Tribun tidak melakukan asas praduga tak bersalah karena 
menurut Tribun fakta Idham sebagai tersangka sudah terurai dalam fakta persidangan. 
Frame kedua Tribun adalah meski Idham ditetapkan sebagai tersangka, namun Idham 
tidak ditinggalkan oleh partainya (PDIP) serta para penggemarnya (Persiba).  
Kedua frame inilah yang digunakan Tribun untuk mengawal kasus Idham 
Samawi. Krisna pun menyatakan Tribun tidak melakukan pendekatan investigasi untuk 
mencari-cari kesalahan Idham. Tribun hanya memaparkan fakta persidangan dan fakta 
publik yang mewarnai kasus Idham. Proses verifikasi tetap dilakukan sepanjang fakta 
yang diperlukan kurang kuat.  
Kedua frame inilah yang akhirnya terbukti dalam level teks yang diteliti oleh 
peneliti. Tribun berada dalam posisi netral dan hanya memaparkan fakta yang terjadi 
tanpa rasa sungkan pada sesama media ataupun tersangka.  
 
c. Harian Jogja 
Level konteks pada Harian Jogja diperoleh peneliti berdasarkan wawancara 
dengan pimpinan redaksi, Anton Wahyu Prihartono dan redaktur pelaksana,  Nugroho 
Nurcahyo. Wawancara dilakukan pada 27 Juli 2017.  
Kasus korupsi, menurut Harian Jogja, adalah kasus yang harus dikawal oleh 
media karena memenuhi nilai berita penting (significance).  Dalam kasus korupsi Idham 
Samawi, tidak hanya memenuhi nilai berita penting melainkan nilai berita lain yaitu 
aktual, prominence (menyangkut orang terkenal), dan proximity (aspek lokal). Anton 
Wahyu menyatakan Harjo berkomitmen mendorong agar kasus ini ditindaklanjuti dan 






bisa diputuskan di lembaga peradilan. Korupsi, menurutnya,  berkaitan dengan 
kepentingan publik dan telah merusak sendi-sendi yang menggerogoti bangsa ini.   
Dalam level teks diperoleh Harjo lebih berani mengkritik Idham dengan bahasa-
bahasa yang kritis. Pemilihan narasumber pun banyak berasal dari narasumber yang 
kontra pada Idham. Terlihat jelas lagi bahwa angle berita Harjo mengarahkan pada 
penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini.  
Anton dan Nugroho menyatakan Harjo sama sekali tidak memiliki kepentingan 
apa pun pada Idham Samawi. Oleh karena itu, Harjo berani menampilkan berita-berita 
yang cenderung “berani”. Nugroho pun menambahkan alasan Harjo berani 
memberitakan Idham adalah ingin tampil sebagai koran alternatif di Jogja yang memberi 
perspektif lain soal Idham. Menurutnya, ada media lokal yang selalu memberitakan 
positif soal Idham, dan Harjo ingin memberitahu sosok lain Idham lewat berita-beritanya. 
Hal ini, tambah Nugroho, juga bisa memperkaya referensi pembaca soal Idham dan 
menambah pasar bagi Harjo. Berikut kutipan langsungnya. 
“Memang kan karena Harjo sebagai koran alternatif jadi masyarakat yang sudah 
mengonsumsi bisa melihat bahwa masih ada surat kabar yang objektif yang belum 
terkontaminasi. Kami melihat ini ada nilai potensi cukup besar untuk mendapat 
pembaca juga cukup besar. Jadi memang kesepakatan dalam rapat redaksi bahwa 
kasus Idham ini adalah isu yang sangat seksi yang walaupun sekecil apapun tetap 
harus kami ikut. Isu Idham adalah isu seksi, dan itu adalah celah kami. (Nugroho, 
wawancara 27 Juli 2017).  
Keseriusan Harjo dalam mengawal kasus Idham pun dibuktikan dengan seringnya 
menempatkan kasus ini di halaman headline dengan memberikan font yang lebih. Tak 
hanya itu saja, narasumber banyak diberikan dari pihak-pihak penegak hukum, pihak 
yang merasa terdiskriminasi, serta elemen masyarakat yang mendesak pengusutan kasus 
Idham. Berdasar hasil wawancara, kesepakatan penempatan berita dan pemilihan diksi 
didasarkan pada rapat redaksi. Untuk halaman headline, di Harian Jogja sendiri, benar-
benar ditangani oleh tiga pihak yaitu pimpinan redaksi, redaktur pelaksana, dan 
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pemegang halaman headline. Hal ini membuktikkan bahwa berita-berita yang ada di 
halaman headline memang sudah mendapatkan proses gatekeeping yang ketat.  
Dalam mengawal kasus ini, kedua narasumber menyatakan tidak ada kepentingan 
lain yang berpengaruh. Sultan Hamengkubuwono X pun yang juga memiliki saham di 
Harian Jogja tidak sama sekali mempengaruhi pemberitaan Harjo. Harjo menegaskan 
pemberitaan Idham hanya berdasarkan fakta di lapangan berdasarkan laporan jurnalis.  
Sementara itu, dalam memberitakan kasus ini Harjo memiliki sedikit kendala. 
Pertama terkait dengan sosok Idham sendiri yang enggan berkomentar ketika diminta 
konfirmasi atas pemberitaan. Hanya saja Harjo berusaha coverboth sides dengan tetap 
menampilkan kubu Idham misal dari pengurus partai atau penasehat hukumnya. Menurut 
Anton dan Nugroho, asas coverboth sides merupakan syarat mutlak dalam berita 
jurnalistik. Lebih lagi, tambahnya, pemberitaan tersebut menyangkut korupsi dimana 
pihak yang tersangkut belum mendapatkan vonis. Oleh karena itu, pemberitaan harus 
hati-hati dan tidak boleh menenkankan asas praduga tak bersalah.  
Kendala lain adalah intimidasi dari PDIP yang merupakan partai dari Idham. 
Nugroho mengaku mereka  tidak setuju dan mempermasalahkan diksi Harjo dalam satu 
pemberitaannya. Nugroho menjelaskan pernah Harjo menampilkan judul “Idham 
Mangkir”, dan kata “mangkir” ini yang menjadi persoalan. Menurut PDIP, kata ini 
berkonotasi negatif dan fakta di lapangan tak benar. Berikut kutipan langsungnya.  
“Sempat datang dari PDIP yang tidak terima dengan kata mangkir. Itu malah 
sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menimbulkan kesan bahwa mereka 
dizholimi. Ini seakan-akan menghindari panggilan. Kata mangkir dikonotasikan 
jelek gitu lo. Yang mana kami memaknai mangkir itu datang tanpa pemberitahuan. 
(Nugroho, wawancara 27 Juli 2017).  
Berdasarkan hasil level konteks ini, Harjo berada dalam posisi netral dalam arti 
tidak memiliki kepentingan apa pun terkait kasus Idham. Harjo pun serius mengawal 
kasus korupsi dengan mengedepankan fakta hukum dan tidak mengedepankan asas 






praduga tak bersalah.  
d. Radar Jogja 
Level konteks pada Radar Jogja diperoleh peneliti berdasarkan wawancara 
dengan dewan redaksi Amin Surachmad. Wawancara dilakukan pada 19 Juli 2017. Kasus 
korupsi, menurut Radar Jogja, adalah kasus yang harus dikawal oleh media karena 
memenuhi nilai berita penting (significance).  Menurut Amin, kasus korupsi harus 
diberantas hingga tuntas karena melibatkan kepentingan publik. Lebih lagi dalam kasus 
kasus korupsi Idham Samawi, tidak hanya memenuhi nilai berita penting melainkan nilai 
berita lain yaitu aktual, prominence (menyangkut orang terkenal), dan proximity (aspek 
lokal).  
Dalam level teks diperoleh Radar lebih berani mengkritik Idham dengan bahasa-
bahasa yang kritis. Pemilihan narasumber pun banyak berasal dari narasumber yang 
kontra pada Idham. Terlihat jelas lagi bahwa angle berita Radar mengarahkan pada 
penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini. Radar lebih memberikan porsi 
banyak pada aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus ini. Amin 
mengatakan pemilihan aparat penegak hukum bukan disengaja namun berdasar fakta 
yang di lapangan.  
 Dalam mengawal kasus ini, Amin menyatakan tidak ada kepentingan lain yang 
berpengaruh. Amin mengatakan Radar lebih bebas untuk meliput kasus Idham. Dia pun 
menegaskan pemberitaan Idham hanya berdasarkan fakta di lapangan berdasarkan 
laporan jurnalis. Hanya saja Radar berusaha coverboth sides dengan tetap menampilkan 
kubu Idham misal dari pengurus partai atau penasehat hukumnya. Namun berdasarkan 
hasil penelitian teks, bentuk konfirmasi Radar pada kubu Idham terlihat minim.  
Berdasarkan hasil level konteks ini, Radar berada dalam posisi netral dalam arti 
tidak memiliki kepentingan apa pun terkait kasus Idham. Radar pun serius mengawal 
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kasus korupsi dengan mengedepankan fakta hukum dan tidak mengedepankan asas 
praduga tak bersalah.   
e. Bernas Jogja  
Level konteks pada media Bernas Jogja peneliti telusuri berdasarkan wawancara 
yang dilakukan pada hari Jumat, 28 Juli 2017. Peneliti mewawancarai Razaini Taher 
selaku Pemimpin Redaksi Bernas. Berdasarkan informasi yang disampaikan Razaini.  
“Tidak hanya kasus korupsi, apapun yang kita angkat, teknik penulisan itu musti 
cover both side. Kalau enggak cover both side kita ga akan berani mengeluarkan. 
Apalagi isu-isu sensitif sekarang ini seperti isu agama, pembubaran HTI.” (Taher, 
wawancara 28 Juli 2017) 
Bernas memiliki prinsip utama bahwa pernyataan dari pihak yang diperkerakan 
harus mampu diperoleh jurnalisnya. Bila pernyataan tersebut gagal diperoleh, maka 
Bernas tidak akan menyebarkan berita tersebut kepada pembacanya. bila orang pertama 
tersebut gagal diperoleh pernyataannya, maka Bernas dapat mengambil pernyataan dari 
orang terdekatnya, namun ini tetap menjadi opsi terakhir. Bernas juga mewajibkan 
wartawan memiliki rekaman wawancara sebagai bukti otentik dari pernyataan 
narasumber. Hal ini penting untuk memastikan pernyataan narasumber dituliskan dengan 
benar dan sebagai bukti kalau suatu hari narasumber melakukan protes atau gugatan.  
Bernas sendiri melihat kasus korupsi di Indonesia sudah sedemikian parah. 
Bernas merasa memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menyuarakan ketidak 
benaran dalam kasus korupsi. Topik soal korupsi bagi Bernas merupakan konteks yang 
nomor satu harus diberitakan dengan segera. Bernas merasa dengan demikian, mereka 
sudah memeberikan pendidikan yang baik tentang gerakan anti korupsi.  
“Topik korupsi ada di level satu. Kita bersama-sama memerangi, negeri ini sudah 
darurat korupsi. Ketua Hakim MK, Ketua DPD, Ketua DPR RI (semua 
tersandung kasus korupsi), ini kita kalau ke luar negeri malu lho” (Taher, 
wawancara 28 Juli 2017) 
 
 
Media Lokal dalam Membingkai Kasus Korupsi 






Kasus korupsi dilihat sebagai kasus penting bagi media. Korupsi adalah tindakan 
kejahatan yang merugikan publik. Karena berhubungan dengan kerugian publik, maka 
media sebagai pilar keempat harus mengawal kasus korupsi hingga tuntas. Hal ini sejalan 
dengan tujuan jurnalisme yakni menyejahterakan publik dan pengawas bagi lembaga 
negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).  
Berdasarkan hasil penelitian, tim redaksi dari kelima media lokal di Yogyakarta 
sepakat bahwa korupsi harus diberantas hingga tuntas. Oleh karena itu, media 
berkontribusi memberantasnya dengan aktif memberitakannya. Berita korupsi pun, 
secara nilai berita memiliki nilai berita penting (significance) yang berarti penting untuk 
kehidupan publik.  
Mengawal kasus korupsi ternyata bukan hal yang mudah bagi media lokal di 
Yogyakarta. Lebih lagi ketika korupsi melibatkan tokoh terkenal di Yogyakarta serta 
memiliki afiliasi dengan medianya. Kendala yang dihadapi media dalam meliput korupsi 
meliputi. Pertama, persoalan keterkaitan aktor korupsi dengan media. Berdasarkan teori 
terkait lingkaran media Reese dan Shoemaker, terdapat lima faktor yang berpengaruh 
dalam menentukan isi media yaitu individu jurnalis media, rutinitas media, organisasi, 
ekstramedia, dan ideologi. Pada penelitian ini terbukti faktor organisasi menjadi faktor 
utama yang menghambat salah satu media lokal di Yogyakarta yaitu Kedaulatan Rakyat 
dalam memberitakan kasus korupsi Idham Samawi. Idham Samawi berdasarkan faktor 
organisasi merupakan salah satu penasehat Kedaulatan Rakyat dan berdasar faktor 
sejarah keluarga Samawi adalah pendiri koran lokal terbesar di Yogyakarta ini.  
Perasaan “sungkan” mewarnai dinamika redaksi untuk mengemas kasus korupsi. 
Tentunya media dengan afiliasi tertentu akan mengalami perdebatan yang luar biasa 
untuk melakukan framing berita korupsi terlebih yang menyangkut afiliasinya. Hal ini 
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terlihat dari berita korupsi  Idham yang ditampilkan oleh KR selalu bernada positif. KR 
dengan jelas memperlihatkan perjuangan Idham dalam menyelamatkan Persiba. KR 
berdalih media tidak boleh melakukan asas praduga tak bersalah dan Idham belum 
ditetapkan sebagai tersangka.  
Berbeda dengan empat media lokal lain di Yogyakarta yaitu Harian Jogja, Tribun 
Jogja, Radar Jogja, dan Bernas Jogja. Empat media lokal ini lebih leluasa untuk 
melakukan pemberitaan kasus korupsi Idham Samawi. Berdasarkan penelitian, tim 
redaksional dari empat media tersebut menyatakan dengan tegas bahwa kasus korupsi 
memiliki nilai berita penting dan harus dikawal hingga tuntas. Mereka menegaskan 
meski melibatkan salah satu tokok terkenal di Yogyakarta namun sama sekali tidak 
berpengaruh dalam penentuan isi medianya. Pemberitaan Idham Samawi di empat media 
lokal ini cenderung seragam yakni mendorong Kejati DIY dan KPK untuk segera 
menyelidiki dan menuntaskan kasus ini. Kendati judul dan angle yang dipilih berbeda, 
namun isi berita korupdi Idham Samawi cenderung sama. Narasumber yang dipilih pun 
lebih banyak didominasi oleh kubu di luar Idham. Media-media lokal tersebut lebih 
banyak menggunakan fakta hukum untuk menghindari asas praduga tidak bersalah untuk 
Idham Samawi.  
Kendala kedua berkaitan dengan sulitnya mencapai aspek coverboth sides dari 
pihak Idham lantaran yang bersangkutan tidak mau diwawancara. Dalam aspek 
jurnalistik, kriteria coverboth sides atau multi sisi ini sangat penting karena sebagai 
bentuk verifikasi media pada narasumber. Berdasarkan penelitian, KR paling banyak 
melupakan kriteria ini. Media ini cenderung hanya memilih narasumber yang pro Idham 
Samawi. Hal inilah yang menyebabkan tone berita cenderung positif. Sementara empat 
media lokal lainnya cenderung banyak menampilkan narasumber dari sisi selain Idham. 






Kendati demikian, empat media tersebut berusaha mencari narasumber dari pihak Idham 
meski porsi pemberitaannya tidak terlalu banyak. Namun berdasarkan penelitian, mereka 
mengatakan kriteria coverboth sides harus selalu dilakukan meski pihak Idham selalu 
enggan berkomentar.  
Kendala ketiga dalam pemberitaan kasus korupsi bagi media lokal adalah 
intimidasi. Intimidasi ini dilakukan oleh kelompok tertentu yang pro Idham. Dalam 
penelitian ini, hanya media Harian Jogja yang mendapat intimidasi dari kelompok 
Idham. Intimidasi dilakukan lantaran pihak tersebut tidak berkenan atas salah satu judul 
yang diberikan oleh Harian Jogja. Namun demikian, intimidasi ini bisa terselesaikan 
dengan mediasi antara dua pihak. Sementara itu empat media lain yaitu Kedaulatan 
Rakyat, Radar Jogja, Bernas Jogja, dan Tribun Jogja mengaku tidak mengalami 
intimidasi apa pun.  
 
PENUTUP 
Peristiwa korupsi merupakan peristiwa yang wajib diberitakan di masyarakat 
karena menyangkut kepentingan publik. Kasus korupsi dilihat sebagai kasus penting bagi 
media karena mengandung nilai berita yaitu penting (significance). Tak hanya berkaitan 
dengan nilai berita semata, pemberitaan pada korupsi merupakan implementasi media 
sebagai pilar keempat atauu pengawas bagi lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif).  
Media lokal di Yogyakarta sepakat bahwa korupsi harus diberantas hingga tuntas. 
Hanya saja, di antara lima media lokal di Yogyakarta, hanya Kedaulatan Rakyat yang 
tidak intens memberitakan kasus korupsi khususnya menyangkut Idham Samawi. Empat 
media lain yaitu Harian Jogja, Radar Jogja, Tribun Jogja, dan Bernas Jogja intens 
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memberitakan kasus korupsi dengan mengambil angle yang berbeda.  
 Pembingkaian kasus korupsi berkaitan di media lokal dipengaruhi oleh faktor di 
luar media. Faktor tersebut di antaranya adalah faktor individu media, rutinitas media, 
organisasi, ekstra media, dan ideologi. Media Kedaulatan Rakyat kental dengan 
pengaruh organisasi, sedangkan media lain tidak berkaitan dengan kepentingan lain. 
Pengaruh organisasi ini berpengaruh pada isi media sehingga berita KR soal Idham 
paling berbeda dengan media lainnya.  
Saran dari penelitian ini adalah dari segi analisis data yang digunakan. Analisis 
data dengan menggunakan model framing Robert Entman kurang bisa menunjukkan 
secara detail penggunaan diksi, unsur 5W+1H, serta struktur-struktur berita lainnya. 
Peneliti menyarankan untuk menggunakan model analisis framing yang berbeda seperti 
Pan Kosicki dan Gamson. Model ini lebih bisa menjawab dengan jelas secara teks terkait 
penggunaan bahasa sebuah media atas peristiwa tertentu. 
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